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ABSTRAK

Tantangan dan peluang dalam sistem jaminan sosial telah menjadi perhatian utama bagi banyak
negara, termasuk Indonesia dan Singapura. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
perbandingan konsep pembiayaan dan manajemen jaminan sosial di kedua negara tersebut melalui
pendekatan studi literatur. Indonesia dan Singapura memiliki pendekatan yang berbeda dalam
menghadapi tantangan dalam sistem jaminan sosial. Di Indonesia, sistem jaminan sosial masih
menghadapi kendala signifikan terkait dengan ketersediaan dana, keberlanjutan, dan efektivitas
manajemen. Sementara itu, Singapura telah berhasil mengimplementasikan pendekatan yang
berorientasi pada pasar dan pemerintah, yang menciptakan sistem jaminan sosial yang kuat dan
berkelanjutan. Pembiayaan jaminan sosial di Indonesia masih mengandalkan secara besar-besaran
pada kontribusi pemerintah dan pekerja formal, dengan kontribusi swasta yang terbatas. Di sisi
lain, Singapura telah berhasil menciptakan model pembiayaan yang inklusif, yang melibatkan
kontribusi dari pemerintah, pekerja, dan sektor swasta. Manajemen jaminan sosial di Indonesia
menghadapi tantangan dalam hal administrasi yang kompleks, rendahnya inklusivitas, dan
transparansi yang kurang. Sebaliknya, Singapura telah menerapkan pendekatan manajemen yang
berbasis teknologi, transparan, dan efisien, yang memungkinkan penyediaan layanan yang lebih
baik kepada peserta.Dengan menganalisis dan membandingkan konsep pembiayaan dan
manajemen jaminan sosial di Indonesia dan Singapura, penelitian ini memberikan wawasan yang
berharga bagi pengambil kebijakan, peneliti, dan praktisi dalam pengembangan dan perbaikan
sistem jaminan sosial di kedua negara tersebut.

Kata Kunci: Tantangan dan Peluang, Jaminan Sosial, Pembiayaan.

ABSTRACT

Challenges and opportunities in social security systems have become a major concern for many
countries, including Indonesia and Singapore. This research aims to analyze the comparison of
the concepts of social security financing and management in the two countries through a literature
study approach. Indonesia and Singapore have different approaches to facing challenges in the
social security system. In Indonesia, the social security system still faces significant obstacles
related to the availability of funds, sustainability and management effectiveness. Meanwhile,
Singapore has successfully implemented a market- and government-oriented approach, which has
created a strong and sustainable social security system. Social security financing in Indonesia still
relies heavily on contributions from the government and formal workers, with limited private
contributions. On the other hand, Singapore has succeeded in creating an inclusive financing
model, involving contributions from the government, workers and the private sector. Social
security management in Indonesia faces challenges in terms of complex administration, low
inclusiveness, and lack of transparency. In contrast, Singapore has implemented a technology-
based, transparent and efficient management approach, which enables the provision of better
services to participants. By analyzing and comparing social security financing and management
concepts in Indonesia and Singapore, this research provides valuable insights for policy makers ,
researchers, and practitioners in the development and improvement of social security systems in
the two countries.

Keywords: Challenges and Opportunities, Social Security, Financing.

57


mailto:mulyadi@upnvj.ac.id1
mailto:fitrianigurning@uinsu.ac.id3

PENDAHULUAN

Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh
ralgrat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak (Aina,2021). Sistem
Jaminan Sosial Nasional yang selairjutnya disingkat SJSN adalah suatu tata cara
penyelenggaraan program Jaminan Sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan
sosial. Sistem jaminan sosial merupakan pilar penting dalam pembangunan sosial ekonomi
suatu negara, yang bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Tantangan yang dihadapi dalam memperkuat sistem jaminan sosial seringkali
kompleks dan beragam, memerlukan pemahaman mendalam tentang konsep pembiayaan
dan manajemen yang efektif ( PERPRES, 2023).

Sistem Jaminan Sosial Indonesia merupakan program pemerintah yang memberikan
perlindungan sosial kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama yang kurang beruntung dan
rentan. Sistem tersebut Dbertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan
mengurangi kesenjangan ekonomi antar masyarakat.

Sistem jaminan sosial dibagi menjadi beberapa program, yaitu: Jaminan kesehatan
wajib (JKN), Asuransi sosial ketenagakerjaan (asuransi sosial), Program Keluarga
Harapan (PKH), Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Jaminan Sosial.

Jaminan Sosial merupakan upaya kebijaksanaan yang ditujukan kepada tenaga kerja,
terutama yang berada dilingkungan perusahaan dalam hal penyelenggaraan, perlindungan
dengan interaksi kerja menguntungkan kedua belah pihak (Tenaga kerja dan pengusaha).

Indonesia dan Singapura, sebagai dua negara yang berbeda dalam konteks geografis,
demografis, dan ekonomi, menghadapi tantangan unik dalam mengelola sistem jaminan
sosial mereka. Dalam konteks Indonesia, sistem jaminan sosial masih dalam tahap
pengembangan yang terus-menerus, sementara Singapura telah berhasil membangun
sistem yang kuat dan berkelanjutan.

Total peserta BPJS Kesehatan sebanyak 606,7 juta orang, terus melonjak dalam
kurun waktu 10 tahun terakhir. “Persentase peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
dibandingkan jumlah penduduk Indonesia tahun 2023, yakni 95,75 persen sudah daftar
JKN (KBRN, 2023). Sedangkan di Singapura pengguna Jaminan Sosial 37 % pada Tahun
2020- 2023 (Tranding Ekonomic, 2023).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman
tentang tantangan dan peluang dalam sistem jaminan sosial serta memberikan arahan
untuk perbaikan dan pengembangan masa depan dalam konteks Indonesia dan
Singapura.Salah satu pokok bahasan baru yang tercantum dalam Perubahan Keempat
“UUDNRI (1945) adalah Pasal 34 (2)” yang berbunyi: “Negara mengembangkan sistem
jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memperkuat yang lemah dan cacat menurut harkat
dan martabat kemanusiaan.” Berdasarkan undang-undang tersebut, dibentuklah “Undang-
Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional Nomor 40 Tahun 2004 (UU SJSN”), yang
kemudian dituangkan dalam Pasal 6 undang-undang tersebut, yang secara khusus
disebutkan bahwa “Dewan Jaminan Sosial Nasional dibentuk dengan undang-undang ini
untuk melaksanakan sistem jaminan sosial nasional.

Mengingat adanya jaminan konstitusional bagi penyelenggaraan sistem jaminan
sosial (Jamsostek), maka keberadaan dan peran Dewan Jaminan Sosial Negara (DJSN)
sangat penting bagi pengembangan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan
penguatan masyarakat. lemah dan tidak mampu hidup dengan menghormati martabat
manusia. Jaminan sosial berusaha untuk meminimalkan ketidakpastian ekonomi dan
kemudian berkembang untuk mengimbangi perekonomian. Jaminan Sosial adalah bentuk
perencanaan kontinjensi di sini. Keadaan keamanan finansial menyatakan bahwa
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pendapatan aktual yang diterima cukup untuk menghidupi keluarga sendiri.

Beberapa Organ Penyelenggara Jaminan Sosial menggunakan Sistem Jaminan Sosial
Negara (SJSN) untuk menyelenggarakan program jaminan sosial (BPJS). SJSN disusun
berdasarkan tiga (tiga) gagasan pedoman: cita-cita kemanusiaan, kepentingan, dan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menghormati martabat manusia disebut
sebagai "prinsip kemanusiaan”. Asas keadilan merupakan asas yang ideal. Tujuan dari
ketiga prinsip tersebut adalah untuk menjamin kelangsungan program dan hak-hak
peserta. Sembilan prinsip yang membentuk sistem jaminan sosial, antara lain: Konsep
gotong royong, atau berbagi beban pengeluaran jaminan sosial, dimungkinkan dengan
tanggung jawab masing-masing peserta untuk membayar iuran secara proporsional dengan
tingkat gaji, pendapatan, atau pendapatan mereka. Nirlaba; praktik manajemen yang
mengutamakan memaksimalkan manfaat bagi semua peserta saat menggunakan uang dari
penciptaan dana. Sedangkan sistemn jaminan sosial di Siangapura pula berbeda yaitu :
Sistem Jaminan Sosial Singapura merupakan skema pemerintah yang menjamin
kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Singapura.

Dalam upaya mewujudkan sistem jaminan sosial yang komprehensif di Indonesia,
pemerintah terus melakukan pengembangan, peningkatan dan perluasaan program-
program jaminan sosial yang sudah ada serta mengembangkan program-program baru
agar dapat membantu masyarakat yang membutuhkan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan konsep pembiayaan dan
manajemen jaminan sosial di Indonesia dan Singapura. Melalui pendekatan studi literatur,
penelitian ini akan menyelidiki perbedaan dalam pendekatan pembiayaan, perbandingan,
serta tantangan dan peluang yang dihadapi oleh kedua negara tersebut.

Dengan memahami secara mendalam konsep-konsep yang mendasari sistem jaminan
sosial di Indonesia dan Singapura, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan
yang berharga bagi pengambil kebijakan, peneliti, dan praktisi dalam upaya meningkatkan
efektivitas dan keberlanjutan sistem jaminan sosial di kedua negara tersebut.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur . Studi literatur
adalah metode penelitian yang melibatkan pengumpulan, peninjauan, dan analisis data
dari sumber-sumber tertulis yang sudah ada. Dalam konteks penelitian tentang "Tantangan
Dan Peluang Dalam Sistem Jaminan Sosial: Analisis Perbandingan Konsep Pembiayaan
Dan Manajemen Jaminan Sosial Di Indonesia Dan Singapura,” studi literatur akan
membantu dalam mengidentifikasi dan memahami berbagai konsep dan praktik yang
diterapkan di kedua negara. Teknik pengumpulan data : Identifikasi Topik dan Rumusan
Masalah, Pengumpulan Literatur, Evaluasi dan Seleksi Literatur, Analisis dan Sintesis
Literatur, Penyusunan Laporan Penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Konsep Pembiayaan Jaminan Sosial
Tabel perbandingan :

H Aspek | Indonesia H Singapura H
BPJS Kesehatan, BPJS
Program Utama Ketenagakerjaan Central Provident Fund (CPF)

HSumber Pembiayaan |Pekerja, Pengusaha, Pemerintah HPekerja, Pengusaha H

|cakupan |Seluruh penduduk |Pekerja formal, skema bantuan |
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| Aspek | Indonesia | Singapura H

HManajemen |Terpusat (BPJS) HTerdesentraIisasi (CPF Board) H
|Tantangan |Kepatuhan, kualitas layanan, defisit |Kesenjangan, ketergantungan, biaya |
“Peluang |Digitalisasi, ekspansi, kemitraan Hlnovasi keuangan, subsidi, preventif”
Indonesia

Sistem jaminan sosial di Indonesia dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Pembiayaan
untuk BPJS berasal dari kontribusi pekerja, pemberi kerja, dan subsidi pemerintah.

e BPJS Kesehatan: Memberikan layanan kesehatan kepada seluruh warga negara
Indonesia. Pembiayaan didasarkan pada iuran wajib dari pekerja formal, pemberi
kerja, dan subsidi pemerintah untuk pekerja informal dan masyarakat miskin .

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyelenggarakan beberapa jenis program
jaminan sosial yang berdasarkan “Pasal 18 UU 40/2004”, meliputi:

1. Jaminan Kesehatan
Agar kebutuhan kesehatan dasar perserta dapat terpelihara dan terpenuhi,
diselenggarakanlah jaminan kesehatan. Pelayanan preventif, promotif, kuratif,
rehabilitatif, dan bahan medis habis pakai yang diperlukan merupakan bentuk
pelayanan perseorangan, sebagai manfaat adanya jaminan kesehatan.
2. Jaminan kecelakaan Kerja
Apabila terjadi kecelakaan dan terdapat penyakit yang diakibatkan kerja, maka
seorang pekerja mendapat santunan uang tunai dan pelayanan kesehatan sebagai
bentuk adanya jaminan kecelakaan kerja ini.
3. Jaminan hari tua
Jaminan hari tua dilaksanakan dengan cara memberikan uang tunai kepada
peserta sebagai bentuk jaminan ketika peserta sudah memasuki masa pensiun,
mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
4. Jaminan pension
Jaminan pensiun diadakan agar peserta yang kehilangan penghasilan karena
mencapai usia pensiun atau menjadi cacat total dapat terus hidup dengan layak.
Pembayaran jaminan pensiun dibayarkan secara tunai setiap bulan dalam bentuk
pensiun hari tua, pensiun cacat, pensiun janda atau duda, pensiun anak, atau pensiun
orang tua.
5. Jaminan kematian
Jaminan pensiun diberikan untuk membantu mereka yang kehilangan
penghasilan karena mencapai usia pensiun atau menjadi cacat total untuk
mempertahankan standar hidup yang terhormat. Keuntungan jaminan pensiun yang
dibayarkan setiap bulan secara tunai meliputi: Pensiun Hari Tua, Pensiun Cacat,
Pensiun Janda/Duda, Pensiun Anak, atau Pensiun Orang Tua
6. Jaminan kehilangan pekerjaan
Untuk membantu karyawan mempertahankan gaya hidup terhormat setelah
kehilangan pekerjaan, diberikan jaminan kehilangan pekerjaan. Uang tunali,
pelatinan kerja, dan akses ke data pasar tenaga kerja adalah keuntungan dari
asuransi kehilangan pekerjaan.

e BPJS Ketenagakerjaan: Menyediakan jaminan sosial bagi pekerja termasuk jaminan
kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. luran
berasal dari pekerja dan pemberi kerja .
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Komponen utamanya
1. Ordinary Account (OA): Digunakan untuk pembelian rumah, investasi, dan
pendidikan.
2. Special Account (SA): Ditujukan untuk tabungan pensiun.
3. Medisave Account (MA): Digunakan untuk kebutuhan medis,
pembayaran premi asuransi kesehatan.
4. Retirement Account (RA): Dibentuk ketika anggota mencapai usia 55 tahun,
digunakan untuk kebutuhan pensiun.
Singapura
Sistem Central Provident Fund (CPF) di Singapura adalah sistem tabungan wajib
bagi semua pekerja yang bertujuan untuk membiayai kesehatan, perumahan, dan pensiun.
e CPF: Semua pekerja dan pemberi kerja diharuskan menyumbang ke rekening CPF

termasuk

individu. Dana ini digunakan untuk berbagai kebutuhan, termasuk kesehatan,
pembelian rumah, dan pensiun. Pembiayaan didasarkan pada persentase gaji yang
disetorkan oleh pekerja dan pemberi kerja .
e Central Provident Fund (CPF) adalah skema tabungan jaminan sosial yang didanai
oleh kontribusi pemberi kerja dan pekerja. Program wajib ini merupakan pilar penting
sistem jaminan sosial Singapura dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pensiun,
perumahan, dan perawatan kesehatan masyarakatnya. Dana CPF individu selanjutnya
dikategorikan menjadi tiga rekening tabungan: Rekening Biasa, Rekening Khusus, dan
Rekening Medisave.
e Rekening Biasa dapat digunakan kapan saja untuk membeli rumah, melakukan
investasi, dan memberikan pendidikan. Rekening Khusus tidak dapat digunakan
sampai pemegang rekening mencapai masa pensiun, kecuali uang tersebut digunakan
untuk membeli produk keuangan terkait masa pensiun. Rekening ini akan menjadi
pendapatan yang diterima seorang pensiunan(ASEAN BRIEFING, 2023).

Sumber dana :

Orang yang Orang wiraswasta Pemberi Pemerintah
diasuransikan pekerjaan

Premi bulanan | Dana tabungan: 4% | Dana Danahemat: Berkontribusi
tambahan, yang | hingga 10,5% | tabungan: sebagai pemberi kerja bagi
bervariasi (tergantung pada usia, | 17% dari gaji | sebagian besar kategori
berdasarkan pendapatan, dan apakah | bulanan yang | pekerja sektor publik.

usia, dibayarkan | wiraswasta tersebut | lebih  besar

untuk adalah pensiunan atau | dari S$50

pertanggungan | tidak) dari pendapatan | untuk

berdasarkan perdagangan bersih | karyawan

Skema tahunan hanya untuk | berusia 55

Perlindungan MA (Tingkat iuran | tahun ke

Tanggungan (| untuk  orang  yang | bawah, 13%

DPS ). Premi | diasuransikan lebih tua, | untuk

berkisar ~ dari | orang dengan | karyawan

S$36 (jika | pendapatan perdagangan | berusia 56

berusia kurang | bersih  tahunan lebih | hingga 60

dari 35 tahun) | tinggi, dan nonpensiun | tahun, 9%

hingga S$260 | lebih tinggi). untuk

(jika berusia 55 karyawan

hingga 59 berusia 61

tahun).  Premi hingga 65
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dapat  dibayar tahun, atau
menggunakan 7,5% untuk
saldo di OA karyawan
atau SA . berusia 66
tahun ke atas.
Tingkat iuran
diturunkan
untuk
pensiunan.
Penghasilan Premi bulanan | Penghasilan | Berdasarkan Skema
bulanan tambahan, yang | bulanan Tambahan Pendapatan
maksimum bervariasi  berdasarkan | maksimum Biaya Kerja (lihat
yang digunakan | usia, dibayarkan untuk | yang Tunjangan Keluarga),
untuk pertanggungan digunakan subsidi sebesar 60% hingga
menghitung berdasarkan Skema | untuk S$3.600 per tahun,
kontribusi Perlindungan menghitung tergantung pada usia dan
adalah S$6.000. | Tanggungan ( DPS). kontribusi pendapatan tertanggung, ke
adalah rekening CPF karyawan
S$$6.000. berupah  rendah  yang
berusia 35 tahun ke atas
(berusia 13 tahun ke atas)
jika dinonaktifkan) dengan
pendapatan kotor bulanan
hingga  S$2.000  (dan
pendapatan kotor bulanan
rata-rata hingga S$2.000
dalam 12 bulan terakhir
untuk  karyawan); 90%
hingga S$2.400 per tahun,
tergantung pada usia dan
pendapatan  tertanggung,
untuk MA pekerja mandiri
berupah rendah; dan
menambah akun CPF untuk
tertanggung secara ad hoc.
Dari gabungan | Wiraswasta dapat | Dari
kontribusi memberikan kontribusi | gabungan
orang yang | sukarela kepada OA dan | kontribusi
diasuransikan SA. tertanggung
dan pemberi dan pemberi
kerja, 1% kerja, 1%
hingga 23% hingga 23%
dialokasikan ke dialokasikan
OA, 1% hingga ke OA . 1%
11,5% ke SA, hingga 11,5%
dan 8% hingga untuk SA
10,5% ke MA , dan 8%
tergantung pada hingga 10,5%
usia, untuk untuk MA
orang yang tergantung
diasuransikan pada usia
dengan bagi
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penghasilan tertanggung
bulanan sebesar asuransi
setidaknya dengan
S$750 penghasilan
bulanan
minimal
S$750.
Kontribusi Kontribusi tahunan | Kontribusi
maksimum wajib maksimum untuk | maksimum
tahunan MA adalah  S$5,760 | tahunan
gabungan orang | hingga S$7,560, | gabungan
yang tergantung pada usia, | orang  yang
diasuransikan pendapatan, dan apakah | diasuransikan
dan pemberi | wiraswasta tersebut | dan pemberi
kerja adalah | adalah pensiunan atau | kerja adalah
S$37,740. tidak. S$37,740.
Bantuan sosial: | Bantuan sosial: Tidak | Bantuan Bantuan sosial: Total biaya.
Tidak ada. ada. sosial: Tidak
ada.

Sumber : Program Jaminan Sosial di Seluruh Dunia: Asia dan Pasifik, ( Singapura ) 2018

2. Analisis Perbandingan
Studi perbandingan sebelumnya menunjukkan bahwa:
1. Efektivitas Jaminan Sosial: Sistem Singapura lebih efektif dalam manajemen dana
dan memastikan keberlanjutan, sedangkan Indonesia perlu memperbaiki tingkat
kepatuhan dan kualitas layanan .
2. Kepuasan Peserta: Peserta di Singapura umumnya lebih puas dengan sistem CPF
karena transparansi dan kontrol individu terhadap dana . Di Indonesia, kepuasan lebih
rendah karena masalah akses dan kualitas layanan kesehatan.
3. Pengelolaan Risiko: Singapura memiliki mekanisme yang lebih baik dalam
mengelola risiko finansial melalui diversifikasi investasi dana CPF, sementara
Indonesia perlu meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan dana BPJS .
Ini sejalan dengan penelitian
Tantangan Utama
Indonesia

Salah satu isu paling mendesak dalam sistem jaminan sosial Indonesia adalah
ketidaksetaraan akses layanan, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Infrastruktur
kesehatan yang tidak merata menyebabkan banyak penduduk di wilayah-wilayah ini sulit
mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Selain itu, jumlah tenaga kesehatan yang
terbatas dan fasilitas yang kurang memadai memperparah masalah ini. Inisiatif pemerintah
seperti program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berusaha untuk mengatasi masalah
ini, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala (Rahardja, P., & Anwar,
S. 2023).
Tantangan yang dikutip dari Jurnal Post 2023 :

1. Penargetan Sasaran yang Kurang Optimal: Banyak masyarakat yang seharusnya
mendapat jaminan sosial belum terjangkau dengan baik

2. Mekanisme Pendampingan Lemah: Efektivitas dan kualitas layanan jaminan sosial
masih terpengaruh oleh lemahnya mekanisme pendampingan

3. Koordinasi Antar Program: Koordinasi yang belum terintegrasi baik di tingkat pusat

63



maupun daerah
4. Rendahnya Kepesertaan: Partisipasi dalam program jaminan sosial, baik dari sektor
formal maupun informal, masih rendah.
5. Keterbatasan Sumber Daya dan Literasi: Kurangnya sumber daya dan pemahaman
masyarakat tentang program jaminan sosial
Singapura

Meskipun Singapura memiliki sistem jaminan sosial yang lebih maju, beban
pembiayaan yang tinggi menjadi isu krusial, terutama bagi pekerja berpenghasilan rendah.
Skema CPF mengharuskan kontribusi yang signifikan dari pekerja dan pemberi kerja,
yang bisa menjadi beban finansial besar. Hal ini berpotensi mengurangi daya beli dan
kesejahteraan pekerja, terutama mereka yang berada di sektor informal atau pekerja paruh
waktu (Lee, H. S., & Chan, T. C. 2022).

Tantangan utama di Singapura termasuk menjaga keberlanjutan jangka panjang dari
dana CPF dan adaptasi terhadap perubahan demografis.

1. Keberlanjutan Jangka Panjang: Dengan populasi yang menua, ada kekhawatiran
mengenai keberlanjutan jangka panjang dari sistem CPF. Sistem ini harus
memastikan bahwa ada cukup dana untuk mendukung pensiun yang layak .

2. Adaptasi Demografis: Perubahan demografis seperti peningkatan usia harapan hidup
memerlukan penyesuaian dalam kebijakan CPF untuk memastikan manfaat yang
cukup bagi pensiunan .

3. Ketergantungan pada Ekonomi Global: Fluktuasi ekonomi global dapat
mempengaruhi stabilitas dan kesinambungan dana jaminan sosial

4. Peluang untuk Perbaikan

Indonesia
Sesuai dengan penelitian Adellya, 2022 Peluang besar ada dalam inovasi digital dan
kemitraan publik-swasta yang dapat membantu meningkatkan layanan jaminan sosial.

1. Inovasi Digital: Penggunaan teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi
pengelolaan BPJS, mempercepat proses klaim, dan mempermudah akses layanan bagi
peserta .

2. Kemitraan Publik-Swasta: Kemitraan dengan sektor swasta dapat membantu
memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas layanan jaminan sosial .

3. Pengembangan Program: Adanya peluang untuk memperbaiki dan mengembangkan
program yang ada seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Program Keluarga
Harapan (PKH), dan lainnya

Singapura
Singapura memiliki peluang untuk memperluas manfaat CPF dan membuat
kebijakan yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial dan demografis.

1. Perluasan Manfaat: Memperluas cakupan manfaat CPF untuk mencakup lebih banyak
aspek kehidupan sosial dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat .

2. Kebijakan Inklusif: Mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif dan adaptif dapat
membantu mengatasi kesenjangan dan memastikan bahwa semua segmen masyarakat
mendapat manfaat yang memadai dari sistem CPF .

3. Dana Pensiun yang Kuat: Sistem dana pensiun yang kuat dan terdiversifikasi
membantu dalam memberikan jaminan sosial yang lebih stabil dan berkelanjutan

4. Inovasi Teknologi: Penggunaan teknologi dalam pengelolaan dan penyebaran
informasi jaminan sosial dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas program.
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KESIMPULAN

Sistem jaminan sosial di Indonesia dan Singapura menunjukkan pendekatan yang
berbeda namun masing-masing memiliki kelebihan dan tantangan tersendiri. Indonesia
dapat belajar dari efisiensi manajemen dan penggunaan teknologi di Singapura, sementara
Singapura dapat mengambil pelajaran dari upaya Indonesia dalam memperluas cakupan
jaminan sosial ke seluruh lapisan masyarakat. Melalui inovasi, reformasi kebijakan, dan
kemitraan strategis, kedua negara dapat memperkuat sistem jaminan sosial mereka untuk
memastikan kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh warga negaranya dengan
tantangan infrastruktur dan manajemen yang besar, memiliki potensi besar untuk
memperbaiki sistemnya melalui teknologi dan reformasi kebijakan. Di sisi lain, Singapura
perlu terus berinovasi untuk memastikan bahwa sistemnya tetap relevan dan adil bagi
semua lapisan masyarakat, terutama dalam menghadapi isu kesenjangan sosial dan beban
finansial.
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